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Pemerintah
Optimistis

Satu Juta Rumah
Terbangun
Tahun Ini

Pemerintah melalui Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Letap optimistis, pembangunan satu

juta unit rumah bisa tercapai pada 2018
ini. Sebab, kebutuhan akan rumah bagi
masyarakat di Indonesia saal ini masih

sangal linggi.

endasirkan  data yang
dimiliki oleh Kementerian
PUPR, kebatuhan umal
bagi masyarakat Inde

per tahun bisa mencap
500,000

whan rumah tidsk terpenui
denggin haik, dikhawativkan akan
membuat kekurngan kebutuhan
backkag) peramahan akan semakin
meninghat.

Salah sty upaya pemerintah
memenuhi

kebutuhan
mumah 1 adalah  dee
ngin Program
Setn Jita, Risah, Progedn fer-
sehut merupakan salih sity prosek

untuk

dimulinys
tenebut,
Indonesia

pelaksanaan
Presiden

Republik
Joko Widodo pun mencanar
pelaksnaan  Progmm Satu Juta
Rumah pada 29 Apdl 2015 di
Ungaran,
mendukungnya dengan - keluamya

Jawa  Tengah,  dan
Perpres Nomor 3 ‘Tahun 2016
tentang  Perovpatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional

Pada dasamya, Program Satu

progmm  yang  diinisiasi  olch
Pemerintah untuk  terwujudig
percepatan  penycdizan  hunian
Tayak begi masyarakat dalam rangha
penguranggn hackkgg perimuhan

MN5-2019.

a
satu juta unit ramah
per tahun, baik buagi masyambkat
berpenghasilan— rendah  (MBR
maupun non-MBR. Pembangunan
hunian yang termasuk  dalam
Program  Satw  Juta  Rumah

Kan bag  masyaakat

trbangun sty juta unit
untuk masyarkat setiap ¢
wjar Dircktur Jenderal Penye
Rrumahan  Kementerian - PUPR
Khalawi Abdul |amid.

Menurut - Khakwi,
tren pembangunan rumah bk ity
rumah sederhana mapun rumah
Komersial oleh pam pengembang
perumahan maupun  masvarakat
terus meninghat. Adanya dukungan
pemda dalam  hal  kemudishan
perizinan pemhangunan perimahan

Proggram Satu Juta Rumah.
Scink dicanangkan pada 2015
ladu, capaian progam st juta

apui
unit run h “Pemerintah

satu L rumah
Stiatigio Lo

Pelaksanaan

Juta Rumah yang  dilaksanakan
oleh  pemerintih
pembangunan umah susun sewa
rusunaw), rumah  Khu
rumah swadaya dengan da
bersumber dari APEN
umah umum okch  peny

fise

tendii  atas

¥

Untuk  mendukung  Pro
Sty Juta Rumah di
pemerintah  pun umnl-nkm
stimulan bagi pemerintah daerah
melalui  dukungan  penyediaan
prawsarana, samna dan utilitas umum
PSU) pada perumahan MBR ying
dibangun oleh pengembang, serta
MBR calon konsumen perumahan
untuk mengakses peramahan MBR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melatui
Direltorat Yenderal Penyediaan Perumahan, membangun rumah Idsus
nelayan di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten
Bintan Provinsi Kepulawan Riau. Pembengunan rumah ksus ini
dimulai pada 29 Maret 2017 sampai dengan 23 Desember 2017.

dan subwidi selisih bung.

Untuk mendubung pelaksanaan

sperti e
Inpns Nomor 3 thun 2015
tentang Penyederhanaan Perizinan
Pembangunan  Perumahan — dan
PP Nomor (4 Thhun 2016 tentang
Pembegunan Perumahan - MBR.
Adanyn inowasi dan  penerpan
tehnologi dalam  pembangunan
rumah,  scperti  penggunaan
tknologi haru antar kain melalui

industrialisas Prepabrikasi Prcast
Selain itu, untuk meningkatkan
wisokan numah, pemerintah meng-
akan tanah negam yang di
gunslan  untuk pembenganan
mumah (HGB di atas HPL), serta
penyusunan regulasi dan denygulasi
scperti Paket Kebijakan  Ekonomi
XII1, yukni konsep rumah murah
untuk rkyat, Fermen PUPR Nomor
5 Tahun 2016 tentang IMB Gedung
an Permendagn No 55 “Tahun
tang Pelaksanaan erizinan
dan Nonperizinan  Pembangunan
Perumahan Bagi MBR di dacrah.

Juta Rumah (PSR) merupakan  ikut membantu terhadap capaian — melalui bantuan vang muka, FLPP,  penggunaan metode  RISHA dan CADV]

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat optimistis
pembangunan satu juta rumah bisa tercapai pada 2018 ini. Sebab, kebutuhan akan
rumah bagi masyarakat di Indonesia saat ini masih sangat tinggi. Berdasarkan data
Kementerian PUPR, kebutuhan rumah per tahun bisa mencapai angka 800.000 unit. Hal
itu menjadi salah satu peluang bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan
untuk lebih bersemangat dalam membangun rumah. Salah satu upaya pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat adalah dengan melaksanakan Program
Satu Juta Rumah. Program tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional
yang dilatarbelakangi tingginya backlog perumahan sekitar 11,6 juta unit rumah.
Sebagai tonggak dimulainya pelaksanaan program tersebut, Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo mencanangkan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah pada 29
April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Sebagai payung hukumnya, pemerintah
menerbitkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional.

Hashtag Berita
#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomilndonesia  #SatuJutaRumah #Pemukiman
#APBN #KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyat #PelaksanaanProyekNasional
#Infrastruktur



BI UPAYAKAN ALTERNATIF BIAYA
INFRASTRUKTUR
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BI Upayakan
Alternatif Biaya
[nfrastruktur

MASIFNYA pembangunan
Infrastruktur kerap menda-
pat kritik lantaran menjadi
salah satu pemicu mem-
bengkaknya utang peme-
rintah. Padahal, tak semua
proyek tersebut didanal pin-
jaman dari luar negeri.
Bank Indonesia (BI) beker-
ja sama dengan pemerintah
serta Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) bahkan terus memper-
dalam pasar keuangan agar
bisa mendorong dan mem-
bantu pemblayaan sarana
dan prasarana tersebut.
“Bagl infrastruktur yang
memang bisa diblayal se-
cara komersial oleh swasta,
itu bisa diblayal dalam ben-
tuk PPP atau penerbitan
sekuritas sepertl earring
back assets sehingga dalam
konteks ini bisa mengurangi
beban fiskal maupun beban
BUMN. Kami koordinasi itu
untuk fokus ke sana,” kata
Gubernur Bank Indonesia
(BI) terpilih periode 2018-
2023 Perry Warjiyo di kom-
pleks parlemen, Senayan,
Jakarta Pusat, kemarin.
Dalam kesempatan yang
sama, Deputi Gubernur
terpilih periode 2018-2023
Dody Budi Waluyo menga-
takan beragam alternatif
penempatan dana terus
dikembangkan, termasuk
meneruskan inisiatf yang
telah dibuat untuk membi-
ayal pembangunan. “Kita
juga punya alternatif dana-
dana yang ada di luar, mi-
salnya, ataupun yang ada di
domestik bisa ditempatkan
ke instrumen-instrumen
pembiayaan. Salah satu,
misalnya, nanti bisa saja ada
project bond. Itu juga alter-
natif dari pendalaman pasar
keuangan,” tutur Dody.
Pergerakan utang peme-
rintah dalam tiga tahun
terakhir tumbuh rata-rata

“Bagi
infrastruktur
yang memang
bisa dibiayai
secara komersial
oleh swasta, itu
bisa dibiayai
dalam bentuk
PPP atau
penerbitan
sekuritas seperti
earring back
assets.”

Perry Warjiyo

Gubernur Bank Indonesia

11%-14 % per tahun. Pada
Februari 2018, posisi utang
pemerintah menembus level
Rp4.034,80 triliun.

Dalam diskusliyang digelar
Ikatan Alumni Universitas
Indonesia (Iluni) di jakarta,
kemarin, Direktur Strategis
dan Portofolio Utang Ke-
menterian Keuangan Sch-
neider Siahaan mengatakan,
selain mengendalikan rasio
utang pada level aman, pe-
merintah mengoptimal-
kan pemblayaan utang un-
tuk kesinambungan fiskal.
Pemanfaatan utang, kata
dia, juga dipastikan un-
tuk menyokong keglatan
produkrif.

Dia mengungkapkan, pe-
manfaatan anggaran pen-
dapatan dan belanja ne-
gara diarahkan pada pem-
bangunan infrastruktur,
berikut pembiayaan dana
alokasi khusus (DAK) fisik,
dana desa, pendidikan, ke-
sehatan, dan perlindungan
soslal. (Tes/Try/E-2)

Masifnya pembangunan infrastruktur kerap
mendapat kritik lantaran menjadi salah satu
pemicu membengkaknya utang pemerintah.
Padahal, tak semua proyek tersebut didanai
pinjaman dari luar negeri. Bank Indonesia
(BI) bekerja sama dengan pemerintah serta
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan terus
memperdalam pasar keuangan agar bisa
mendorong dan membantu pembiayaan
sarana dan prasarana tersebut. Bagi
infrastruktur yang memang bisa dibiayai
secara komersial oleh swasta, itu bisa
dibiayai dalam bentuk PPP atau penerbitan
sekuritas seperti earring back assets
sehingga dalam konteks ini bisa mengurangi
beban fiskal maupun beban BUMN.

Hashtag Berita :

#PelaksanaanProyekNasional #BankIndonesia
#OtoritasJasaKeuangan #Infrastruktur
#PenyertaanModalDalamNegeri  #PadatKarya
#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomi
Indonesia #DanaAlokasiKhusus #BUMN



PERTAMINA BISA RAMPUNGKAN KILANG Rp 412 T
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Pemerintah Bakal Tambah Tax Holiday

Pertamina Bisa Rampungkan Kilang Rp 412 T

=

Pelaku usaha sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) hingga industri
petrokimia menyambut baik aturan baru penambahan tax holiday, yang mencapai 20
tahun untuk investasi di atas Rp 30 triliun. Hal ini bisa mempercepat rampungnya
proyek-proyek penting, seperti kilang PT Pertamina (Persero) yang nilainya sekitar US$
30 miliar atau Rp 412 triliun. Pemerintah bakal merevisi Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) yang memberikan pembebasan pajak penghasilan atau tax holiday 100%
kepada 17 industri pionir. Selanjutnya, tax holiday diberikan semakin panjang sejalan
dengan semakin besarnya investasi, yakni 10 tahun untuk investasi Rp 5-15 triliun, 15
tahun untuk investasi Rp 15-30 triliun, dan mencapai 20 tahun untuk proyek dengan
investasi di atas Rp 30 triliun. Di samping itu, tingkat pengurangan pajaknya Kkini
dipukul rata 100%. Sedangkan pada ketentuan sebelumnya -Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan
Pajak Penghasilan Badan—, tax holiday diberikan selama lima hingga 15 tahun dan
diperpanjang hingga 20 tahun sesuai diskresi menkeu. Selain itu, persentase
pengurangan pajak berbeda-beda, di rentang 10% hingga 100%. PT Pertamina
(Persero) mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana penerbitan PMK yang
memberikan insentif berupa tax holiday tersebut. Pasalnya, beleid ini bakal
memudahkan perseroan dalam merampungkan proyek-proyek kilangnya. Proyek
infrastruktur kilang adalah megaproyek yang capex-nya (capital expenditure/belanja
modal) sangat besar ditambah risiko yang cukup tinggi. Dengan adanya tax holiday ini
keekonomiannya dapat lebih terjaga

Hashtag Berita :
#PelaksanaanProyekNasional #KilangMinyak #KementerianEnergidanSDM #PT.Pertamina
#Infrastruktur #DuniaUsaha #PelakuIndustri #Perminyakan #KedaulatanEnergiNasional
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Penurunan Stunting Jadi Proyek Nasional

NAKARTA] Kementenan
PPN/Bappenas mencatat 9
juta anak mengalami samting
vang tersehar di pedesaan
maupun perkotaan. Dani sisi
ckonomi, apabila terus
dibiarkan smunring dapat
merugikan ckonomi Indonesia
Diperkirakan, snnring dapat
menimbulkan kerugian
ckonomi bagi negara sebesar
2-3% dan produk domestik
bruto (PDB) per tahun

‘Jika PDB negara kita Rp
13.000 tnliun pada 2017,
maka diperkirakan potensi
kerugian akibat samring dapat
mencapai Rp 300 triliun per
tahun. Besamya potensi
ancaman sauning, mendorong

pemerintah sejak awal
berkomiamen penuh dan serius
menangani  permasalahan
stunting,” ujamya

Menurut Menteri PPN
Kepala Bappenas Bambang
P.S Brodjonegoro, dalam
RPJMN 2015-2019,
pemerintzh telah menargetkan
penurunan sameing pada anak
usia di bawah dua tahun dan
329% pada 2013 menjadi
28% pada 2019, sementara
di dalam RKP 2018
pemenintah telah menjadikan
penurunan stunsing schagai
salah satu Proyek Priontas
Nasional

“Dengan komitmen seperti
itu, diharapkan SDM

Indonesia mampu bersaing
di era ekonomi digital yang
memerlukan penguasaan
teknologi dan skulf yang tinggs,
serta memutus mata rantai
kemiskinan antargenerasi,”
tutur Bambang

Saat i, kondisi stunring
pada balita Indonesia terjadi
secara luas, tetapi dengan
disparitas yang tinggi
Pemerintah menetapkan 100
kabupaten prioritas untuk
pengurangan angka stunring.
Selanjutnya, ada 200
kabupaten lagi yang akan
ditangani. Srunting tertinggi
terdapat di Sulawesi Tengah
dengan jumlah mencapai
16,9% dan terendah ada di

Sumatera Utara dengan 7 2%

Secara nasional, stunring
rata-rata terjadi hingga 10 2%
Baca: Lima Langkah
Pemenntah Atasi Keaimpangan
Sosial. Selain itu, ada juga
kejadian wasting (bertubuh
kurus) yang secara nasional
mencapai angka 12,1%
Semengara, saat hamil banyak
tbu hamil di Indonesia yang
mengalami anemia dengan
angka yang mencapai 37,1%

Kementerian PPN
Bappenas mencatat, Indonesia
termasuk ke dalam 17 negara
yang mengalami beban ganda
permasalahan gizi,
berdasarkan Global Nutrition
Report pada 2014, [A/1.-9]

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas mencatat 9 juta anak mengalami
stunting yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan. Dari sisi ekonomi, apabila terus
dibiarkan stunting dapat merugikan ekonomi Indonesia. Diperkirakan, stunting dapat
menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3% dari produk domestik bruto
(PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan
potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun. Besarnya
potensi ancaman stunting, mendorong pemerintah sejak awal berkomitmen penuh dan
serius menangani permasalahan stunting. Menurut Kementerian PPN/Bappenas, dalam
RPIJMN 2015 - 2019 , pemerintah telah menargetkan penurunan stunting pada anak
usia di bawah dua tahun dari 32,9% pada 2013 menjadi 28% pada 2019, sementara di
dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan stunting sebagai salah satu
Proyek Prioritas Nasional

#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomilndonesia #RPIJMN #RKP
#KesenjanganSosial #APBN #KementerianPPN/Bappenas #PelaksanaanProyekNasional
#Infrastruktur



